




BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan bagi Negara, mempunyai arti dan 
fungsi yang penting untuk proses pembangunan. Dalam kaitannya dengan otonomi 
daerah, penerimaan Pemerintah Daerah, pajak digunakan untuk membiayai 
pembangunan. Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud salah satunya 
adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan 
sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah sebagai salah satu pajak 
langsung. Mengingat pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan bagi 
kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka diperlukan penanganan dan 
pengelolaan yang lebih intensif. 
Menurut Peraturan Bupati Sumedang No. 35 Tahun 2013 pasal 13 Tentang 
Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa dan 
Perkotaan, Pemungutan dapat dilaksanakan oleh pegawai SKPD pengelola Pajak 
Bumi dan Bangunan yang ditugaskan, pegawai Kecamatan dan Kepala 
Desa/Lurah sebagai penanggung jawab pemungutan dibantu oleh petugas 
pemungut. 
Peran aktif masyarakat dalam menunjang pembangunan nasional sangat 
diperlukan, khususnya wajib pajak. Masyarakat sebagai wajib pajak akan ikut 
memberikan iuran bagi negara dalam bentuk pajak bumi dan bangunan. Meskipun 




realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh pemerintah. Hal ini 
salah satunya disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan 
kepada pengelola pajak. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat perlu diberikan 
pemahaman agar dapat memotivasi dalam pembayaran pajak tersebut sesuai 
dengan aturan yang berlaku. Selain itu, perlu memberikan pemahaman bagi 
petugas pengelola pajak agar dapat menjalankan fungsinya sebagai pemungut 
pajak yang dapat dipercaya oleh masyarakat, sehingga capaian realisasi 
penerimaan PBB dapat memenuhi target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Cepat dan tidaknya dalam melakukan proses pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan secara akurat akan mempengaruhi perolehan dalam pembayaran Pajak 
Bumi dan Bangunan yang sesuai dengan target dan waktu. Hal ini sering kali 
menjadi acuan untuk mengukur kinerja pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di 
Desa dalam arti proses pemungutan dan hasilnya. Dikarenakan Desa kurang 
melakukan sosialisasi masalah pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan, yang mengakibatkan  para wajib pajak banyak yang kurang mengetahui 
tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. hal itu sangat 
berpengaruh pada kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melunasi  pajak 
terutangnya secara tepat waktu atau sebelum jatuh tempo. Hal ini dapat terlihat 
Desa Gunung Manik yang masih terjadi tunggakan-tunggakan disetiap tahunnya 
dan masih ada Wajib Pajak yang tidak membayar atau melunasi pajak terutangnya 
khususnya terjadi di sektor perdesaaan dan perkotaan, sehingga mengakibatkan 




Salah satu permasalahan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di 
Desa Gunung Manik adalah adanya petugas pemungut dari desa tidak 
menyetorkan uang hasil pembayaran PBB ke tempat pembayaran. Menurut salah 
satu masyarakat Desa Gunung Manik, Bapak Kusnadi, menjelaskan bahwa ada 
hasil pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak disetorkan ke Bank. 
Ketika Beliau mengurus akta balik nama bangunan, ketika dicek ke tempat 
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bahwa ada beberapa tahun pembayaran 
Pajak yang tidak disetorkan oleh pihak Desa. Hal ini menyalahi aturan yang 
tercantum dalam Peraturan Bupati Sumedang No. 35 Tahun 2013 Pasal 14 Nomor 
3 Point B Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan 
Bangunan Desa dan Perkotaan.  
Dari pasal diatas sudah jelas bahwa petugas pajak harus menyetorkan 
pembayaran PBB secara berkala sesuai dengan Peraturan diatas, agar penerimaan 
Pajak bumi dan Bangunan dapat memenuhi target yang telah ditentukan 
sebelumnya. Maka diperlukan kejujuran serta  integritas dari petugas pajak dalam 
melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan agar permasalahan dalam 
pemungutan Pajak bumi dan bangunan dapat diatasi. 
Menurut bapak Yadi selaku Sekretaris Desa Gunung Manik, menjelaskan 
bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gunung Manik mengalami 
berbagai hambatan, salah satunya adalah petugas pemungut pajak yang tidak 
membuat laporan pemungutan PBB secara benar. Beliau menjelaskan bahwa 
petugas yang dulu (yang ditunjuk oleh Desa) tidak memberikan data laporan PBB 




berceceran. Maka kemudian ditunjuk petugas baru (Kepala Dusun) untuk 
memungut pajak bumi dan bangunan karena lebih mengetahui daerahnya sendiri. 
Permasalahan lainnya adalah adanya sebagian masyarakat yang tidak 
menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan 
merupakan sebuah hambatan dalam pemungutan pajak yang harus bisa 
diselesaikan. Hal ini terjadi karena adanya kondisi dimana masyarakat tidak 
termotivasi untuk berpartisipasi untuk membayar pajak atau bahkan masyarakat 
tidak mengetahui bagaimana seluk beluk dalam membayar pajak. Untuk itu 
diperlukan adanya suatu usaha dimana masyarakat selaku wajib pajak mau 
berpartisipasi secara sadar dan mampu membayar pajak, sehingga hambatan-
hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak bisa diatasi.  
Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang memiliki tagihan 
pajak bumi dan bangunan membuat masyarakat tidak membayar pajak bumi dan 
bangunan yang terutang sehingga menimbulkan pembayaran yang tidak sesuai 
dengan yang seharusnya (pajak yang ditargetkan) sehingga berdampak pada tidak 
tercapai nya realisasi terhadap target pajak yang telah ditentukan. Seperti yang 
terjadi di Kecamatan Tanjungsari, realisasi penerimaan PBB tidak sesuai dengan 
target yang telah ditetapkan, seperti yang terlihat didalam tabel dibawah ini : 
Tabel 1.1 
Laporan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjungsari Tahun 2017 
No Desa Target Realisasi % 
1 Cinanjung 176.143.071 93.065.472 52,8 
2 Raharja 143.913.968 87.083.291 60,5 
3 Gunung Manik 79.433.485 33.900.523 42,7 
4 Margajaya 107.896.389 81.094.781 75,2 




6 Jatisari 128.764.897 84.657.251 65,9 
7 Kutamandiri 113.235.863 79.288.984 69,9 
8 Margaluyu 62.580.797 52.586.495 84 
9 Gudang 91.815.954 63.689.758 69,4 
10 Pasigaran 36.966.087 36.966.087 100 
11 Kadakajaya 67.625.881 46.579.879 68,9 
12 Cijambu 70.847.781 50.930.401 71,9 
Sumber: Kantor Kecamatan Tanjungsari 
Dapat dilihat dari tabel 1.1, realisasi penerimaan Pajak bumi dan bangunan 
tahun 2017 yang ada di Kecamatan Tanjungsari mayoritas tidak mencapai target 
yang telah ditetapkan. Desa yang telah mencapai target penerimaan PBB yang telah 
ditetapkan hanya Desa Pasigaran. Bahkan Desa Gunung Manik dalam realisasi 
penerimaan PBB tahun 2017 hanya mencapai angka 42,7%. Sehingga peneliti 
tertarik mengambil lokus di Desa Gunung Manik 
Rendahnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan disebabkan 
karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. 
Rendahnya pasrtisipasi tersebut karena kurangnya pemahaman masyarakat 
mengenai pajak bumi dan bangunan, baik itu dalam hal pembayaran maupun dalam 
pengertian secara keseluruhan. Hal lain yang menyebabkan rendahnya realisasi 
penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah ketidakseriusan aparat dalam 
penagihan serta sikap masyarakat yang kurang peduli terhadap pembayaran Pajak 
bumi dan bangunan serta masih kurangnya intensifikasi pajak bumi dan bangunan, 
sehingga Hal-hal yang disebutkan diatas berpengaruh terhadap penerimaan pajak 








Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Gunung 
Manik 
No. Tahun Target Realisasi % 
1 2015 59.102.162 30.937.777 52,35 
2 2016 59.099.023 37.341.664 63,18 
3 2017 79.433.485 33.900.523 42,7 
Sumber: Kantor Kecamatan Tanjungsari 
Dapat dilihat dari tabel 1.2, diketahui bahwa pada tahun 2015, 2016, dan 2017 
persentase penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak signifikan. Dan selama 3 
tahun terakhir diperoleh data bahwa jumlah realisasi penerimaan pajak bumi dan 
bangunan di Desa Gunung Manik tidak mencapai target yang telah ditetapkan. 
Sehingga mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemungutan serta penerimaan PBB 
di Desa Gunung Manik tidak optimal. 
Tabel 1.3 
Target dan realisasi Wajib Pajak dan Jumlah (RP) Desa Gunung Manik 
Tahun 2017 
Target Realisasi 
WP Jumlah WP Jumlah 
4140 79.327.291 1765 33.900.523 
Sumber: Kantor Kecamatan Tanjungsari 
Berdasarkan tabel 1.3 diatas, realisasi antara target wajib pajak PBB dan 
jumlah PBB yang diterima tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemungutan PBB tidak sejalan target 
yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan karena wajib pajak 




pemungut PBB yang belum intensif dalam memungut PBB dan adanya 
ketidakpercayaan masyarakat kepada petugas pemungut PBB. 
Maka berdasarkan permasalahan diatas, mengingat partisipasi masyarakat 
dalam membayar pajak sangat diperlukan untuk penerimaan negara dan daerah, 
maka diperlukannya pelaksanaan pemungutan pajak yang baik agar penerimaan 
pajak dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Maka penulis 
tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul “PENGARUH 
EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN DI DESA GUNUNG MANIK.” 
1.2 Identifikasi Masalah 
1. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Gunung Manik 
pada tahun 2015, 2016 dan 2017 tidak mencapai target yang telah 
ditetapkan sebelumnya. 
2. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2015, 2016, 
dan 2017 presentase penerimaannya masih naik turun. 
3. Realisasi jumlah wajib pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan 
sebelumnya. 
1.3 Rumusan Masalah 
1. Seberapa besar pengaruh tepat waktu terhadap penerimaan pajak bumi 
dan bangunan di Desa Gunung Manik. 
2. Seberapa besar pengaruh tepat kuantitas terhadap penerimaan pajak bumi 




3. Seberapa besar pengaruh tepat kualitas terhadap penerimaan pajak pajak 
bumi dan bangunan di Desa Gunung Manik.  
4. Seberapa besar pengaruh tepat waktu, tepat kuantitas dan tepat kualitas 
terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Gunung Manik.  
1.4 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terhadap tepat waktu 
penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Gunung Manik. 
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tepat kuantitas terhadap 
penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Gunung Manik. 
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terhadap tepat kualitas 
penerimaan pajak pajak bumi dan bangunan di Desa Gunung Manik. 
4. Seberapa besar pengaruh tepat waktu, tepat kuantitas dan tepat kualitas 
terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Gunung Manik.  
1.5 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
 Peneliti berharap penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis yaitu 
dapat menjadi bukti empiris dan pengembangan wawasan pengetahuan ilmiah 
atau pengembangan keilmuan dalam pengaplikasian teori yang diterima 
dengan keadaan di praktik-praktik yang dilakukan dilapangan, terkhusus 
mengenai pengaruh efektivitas pemungutan PBB terhadap penerimaan PBB. 
2. Manfaat Praktis 
Manfaat bagi penulis, Sebagai pengalaman berharga karena dapat 




pengaruhnya terhadap penerimaan PBB di Desa Gunung Manik. Diharapkan 
seluruh rangkaian kegiatan penelitian juga hasil penelitian diharapkan lebih 
memantapkan ilmu juga teori yang sudah dipelajari yaitu efektivtas 
pemungutan PBB dalam pengaruhnya terhadap penerimaan PBB di Desa 
Gunung Manik. Bagi Desa Gunung Manik, hasil dari penelitian diharapkan 
menjadi masukan bagi seluruh lapisan Pemerintahan Desa Gunung Manik 
dalam hal pemungutan PBB dalam pengaruhnya terhadap penerimaan PBB, 
yang hasilnya dapat menguntungkan masyarakat dan Pemerintah.  
Sedangkan bagi Pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan gambaran kepada seluruh lapisan masyarakat dan kepada para 
pembaca mengenai hal pemungutan PBB dalam pengaruhnya terhadap 
penerimaan PBB dan diharapkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan 
pemikiran dalam penelitian lebih lanjut serta dapat menjadi bahan referensi 
bagi penelitian dengan bahasan / kajian yang sama. 
1.6 Kerangka Pemikiran 
Dalam sebuah penelitian haruslah mengacu pada teori yang relevan, hal yang 
demikian agar penelitian mempunyai keabsahan. Dalam penelitian ini peneliti 
mengacu pada teori yang dianggap relevan diantaranya sebagai berikut : 
Dalam rangka melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teori, 
yaitu: Pertama, Grand Theory, peneliti menggunakan teori administrasi publik. 
Menurut Nicholas Henry dikutip dalam Harbani Pasolong (2016:8) menjelaskan 
administrasi Publik sebagai berikut: 
Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan 
praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam 
hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mndorong 





Kedua, Middle Theory, peneliti menggunakan teori keuangan negara. 
Menurut Geodhart yang dikutip dalam Alfin Sulaiman (2011:20)  memberikan 
penjelasan mengenai keuangan negara sebagai berikut: 
Keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan 
kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode 
tertentu dan menunjukan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutupi 
pengeluaran tersebut 
Ketiga, Applied Theory, peneliti menggunakan teori perpajakan dan teori 
efektivitas, dalam teori ini merupakan sebuah penjabaran secara aplikatif teori yang 
sebelumnya agar dapat sesuai dengan sasaran daripada dibuatnya sebuah kebijakan 
publik. 
Pajak menjadi sebuah permasalahan yang menjadi permasalahan di setiap 
negara, karena hampir di setiap kehidupan perorangan atau bisnis dipengaruhi oleh 
ketentuan perundang-undangan. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 
16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, yang 
dikutip dari Mardiasmo (2016:3) berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada 
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan negara bagi pengeluaran umum.   
Pajak merupakan dana yang digunakan untuk biaya pembangunan. Salah satu 
sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti 




dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan 
besarnya pajak. Objek PBB adalah Bumi dan atau Bangunan. 
Peran aktif masyarakat dalam menunjang pembangunan nasional sangat 
diperlukan, khususnya wajib pajak. Masyarakat sebagai wajib pajak akan ikut 
memberikan iuran bagi negara dalam bentuk pajak bumi dan bangunan. Meskipun 
pajak bumi dan bangunan merupakan sumber dana yang potensial, namun dalam 
realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh pemerintah. 
Penelitian ini berfokus pada pengaruh efektivitas pemungutan PBB terhadap 
penerimaan PBB. Menurut Siagian dalam buku Indrawijaya, Teori Prilaku dan 
Budaya Organisasi (2014:176), efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan dengan 
suatu pekerjaan tepat waktu yang telah di tetapkan yang artinya apakah pelaksanaan 
suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara 
melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkannya itu. Menurut Saxena 
dalam Indrawijaya (2014, 176)  efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan 
seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin besar target 
yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Target dari efektivitas yaitu: 
1) Tepat waktu 
Penyelesaian tugas yang di tetapkan sesuai dengan batas waktu yang 
ditentukan sebelumnya. Pegawai tidak menunda pekerjaan, tidak ada jam 
lembur dan setiap pekerjaan terjawab secara pasti sehingga mudah 
menyelesaikannya. 
2) Tepat kualitas 
Pekerjaan yang ditangani oleh pegawai sesuai dengan standar dan kualitas 




dan kesungguhan hingga terbebas dari kesalahan dan hasil kerja dapat 
memberikan kepuasan kepada para pengawas. (atasan atau masyarakat) 
3) Tepat kuantitas 
Merupakan kemampuan pegawai untuk memenuhi target atau jumlah yang di 
tetapkan dan dapat menyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak dengan 
tanggungjawab yang lebih luas. 
Namun dalam realisasinya, pemungutan pajak oleh pihak yang terkait 
terkendala oleh beberapa permasalahan seperti diantaranya wajib pajak yang belum 
sadar akan pentingnya pembayaran pajak, ketidakpercayaan wajib pajak kepada 
pihak yang mengelola pajak sehingga enggan untuk membayarnya, petugas terkait 
yang kurang kompeten serta wajib pajak yang kurang memahami mengenai seluk-
beluk pembayaran pajak. Sehingga hal ini akan sangat berpengaruh terhadap 
penerimaan pajak, seperti tidak terealisasinya target dalam penerimaan pajak. 
Penerimaan negara dari pajak menurut Simanjuntak dalam bukunya Dimensi 
Ekonomi Perpajakan (2012:30), merupakan salah satu komponen penting dalam 
rangka kemandirian pembayaran pembangunan. Secara teoritis, menurut Siti 
Kurnia Rahayu (2013: 27 - 29) menyebutkan faktor - faktor  yang mempengaruhi 
penerimaan pajak adalah: 
1. Kejelasan, Kepastian Dan Kesederhanaan    
Peraturan perundang-undangan perpajakan yang  jelas,  sederhana  dan  
mudah  dimengerti  akan memberikan penafsiran yang sama bagi wajib 
pajak dan fiskus. Dengan adanya  kepastian  hukum  dan  kejelasan  




selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenu han  kewajiban 
perpajakan  sebagaimana  mestinya.  Ketentuan perpajakan  yang  
dibuat  sempurna  mudah  dipahami  tentunya  hak  dan kewajiban 
perpajakan wajib pajak dapat dilaksankan secara efektif dan efisien.  
2. Kebijakan Pemerintah     
Mengimplementasikan undang - undang perpajakan Kebijakan  
pemerintah  dalam  implementasi  undang - undang  perpajakan 
merupakan  suatu  cara  atau  alat  pemerintah  di  bidang  perpajakan  
yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah 
dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari 
Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk hal - hal tertentu dalam 
perpajakan yang tidak dijelaska n secara rinci dalam undang-undang. 
Pemerintah diberikan asas Freies Ermessen (kebebasan bertindak) 
dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa 
peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan 
perundang - undangan.   
2. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat   
Sistem  administrasi  hendaklah  merupakan  prioritas  tertinggi  karena 
kemampuan  pemerintah  untuk  menjalankan  fungsinya  secara  efektif 
bergantung  kepada  jumlah  uang  yang  dapat  diperolehnya  melalui 
pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. 
Kantor pelayanan pajak harus memiliki system administrasi yang tepat. 




kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat wajib pajak 
semakin enggan membayar pajak.  
3. Pelayanan   
Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat 
perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya 
optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud 
adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam 
mengoptimalkan penerimaan Negara.  
4. Kesadaran 
Kesadaran dan Pemahaman Warga Negara  Rasa nasionalisme tinggi, 
kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan 
perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin 
mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.  
5. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas, Moral 
Tinggi)   
Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas undang - undang dan 
peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik 
sepanjang  yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif 
dalam hal kecepatan, tepat dan  keputusan  yang  adil.   
Efektivitas digunakan untuk menunjukan suatu keberhasilan suatu usaha atau 
kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas 
pemungutan pajak merupakan gambaran dari kemampuan organisasi pemungut 
pajak untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yakni jumlah penerimaan 




ukuran yang dapat dipergunakan untuk menilai administrasi perpajakan daerah 
secara keseluruhan.  
Hubungan antara variabel penelitian (efektivitas pemungutan pajak dan 
penerimaan pajak) menurut Ikhsan dan Salomo (2002 : 120) adalah bahwa ukuran 
efektivitas pemungutan pajak daerah pada dasarnya dapat digunakan untuk 
menganalisis efektivitas pemungutan pajak secara nasional, seperti total 
penerimaan pajak nasional dan total penerimaan pajak secara regional. Oleh karena 
itu, pemungutan pajak harus dilakukan secara efektif. Termasuk didalamnya adalah 
pajak bumi dan bangunan. 
Dalam konteks ini, Sidik dalam Ikhsan dan Salomo (2002 : 120) menjelaskan 
bahwa Tax Effectiveness secara tidak langsung menunjukan seberapa besar 
keberhasilan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi yang dimilikinya. 
Semakin kecil selisih antara penerimaan pajak yang sebenarnya dengan potensi 
pajak yang ada maka berarti semakin efektiflah administrasi perpajakan daerah.  
Keberhasilan dalam mengelola sumber penerimaan pajak daerah tergantung 
pada kemampuan pemerintah daerah dalam menggerakkan faktor-faktor yang turut 
menentukan keberhasilan tersebut. Maka dari itu Kunci keberhasilan dalam 
mengoptimalkan penerimaan pajak adalah efektivitas pelaksanaan pemungutan 
pajak itu sendiri, yang menurut Saxena dalam Indrawijaya (2014, 176) didalamnya 
terdapat adanya tepat waktu, tepat kuantitas dan tepat kualitas dalam memungut 
pajak bumi dan bangunan. Sehingga apa yang menjadi target penerimaan pajak 



















      










Pemungutan Pajak : 









1. Kejelasan, Kepastian 
dan Kesederhanaan 
2. Kebijakan Pemerintah 




6. Kualitas Petugas 
Siti Kurnia Rahayu 
(2013:27-29) 
Grand Theory : 
Administrasi Publik 
Nicholas Henry dalam 
Harbani Pasolong (2016:8) 
 
Middle Theory : 
Keuangan Negara 
Geodhart dalam Alfin 
Sulaiman (2011:20)   
 
Applied Theory : 
Teori Penerimaan pajak 





Menurut Sekaran dalam Buku Ulber (2014:266) menjelaskan bahwa :   
“Hipotesis merupakan dugaan sementara tentang hubungan antara dua atau 
lebih variabel yang dipertanyakan. Pernyataa-pernyataan tentang hubungan 
tersebut telah diformulasikan dalam kerangka teoritikal. Pernyataan 
hubungan antara variabel sebagaimana dirumuskan dalam hipotesis 
merupakan dugaan sementara atas suatu masalah”.   
  
Dengan demikian penulis menggunakan Hipotesis Asosiatif. Menurut Ulber 
Silalahi (2014:274) bahwa, “Hipotesis Asosiasonal adalah pernyataan yang 
menduga suatu hubungan antara variabel dengan variabel lain”.  
Bertitik tolak dari kerangka pemikiran tersebut di atas, maka peneliti 
merumuskan hipotesis asosiatif sebagai berikut: 
1) Secara Parsial 
a. 𝐻ₒ: ketetapan waktu tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 
penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Gunung Manik 
𝐻ₐ : ketetapan waktu berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 
penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Gunung Manik 
b. 𝐻ₒ : Tepat kuantitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 
penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Gunung Manik 
𝐻ₐ : Tepat kuantitas berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 
penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Gunung Manik 
c. 𝐻ₒ : Tepat kualitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 
penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Gunung Manik 
𝐻ₐ : Tepat kualitas berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 




2) Secara Simultan 
a. 𝐻օ: Tepat waktu, tepat kuantitas dan tepat kualitas tidak berpengaruh 
secara simultan terhadap Penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa 
Gunung Manik 
b. 𝐻1: Tepat waktu, tepat kuantitas dan tepat kualitas berpengaruh secara 
simultan terhadap Penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa 
Gunung Manik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
